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Pesatnya perkembangan situasi global hampir pasti mengakibatkan tantangan pertumbuhan ekonomi
khususnya dalam industri pasar modal. Perusahaan efek sebagai salah satu pelaku pasar modal mempunyai
peranan penting dalam perkembangan pasar modal, termasuk di Indonesia. Dalam pel aksanaannya untuk
mengatur perusahan efek di Indonesia Bapepam dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang
peranannya digantikan oleh Otoritas Jasa K euangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-334/BL/2007, Peraturan Nomor V.A.1 tentang
Perizinan Perusahaan Efek.

Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia, membuat direksi suatu perusahaan efek
mel akukan langkahlangkah strategis dalam mendapatkan keuntungan. Meskipun demikian, segala tindakan
direks tidak boleh melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-
undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tesisini akan membahas tentang direks perusahaan efek yang melakukan tindakan diluar kewenangannya
yang mengakibatkan dicabutnyaizin usaha perusahaan efek (analisa pencabutan izin usaha PT Reliance
Asset Management) dan peranan OJK untuk melindungi perusahaan efek terhadap penyal ahgunaan
kewenangan direksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe
penelitian preskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan wawancara untuk
mendukung data primer.

Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa perusahaan efek yang izin usahanya dicabut oleh OJK karena
direks perseroan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya, dapat
melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Bapepam-LK/OJK dan mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, kedua upaya hukum tersebut tidak dapat dilakukan
secara bersamaan. Dalam hal perlindungan terhadap perusahaan efek, peranan OJK tersebut ditunjukkan
dengan cara mewajibkan semuatransaksi yang terjadi dalam pasar modal harus dilaporkan kepada OJK dan
OJK juga memberikan sanksi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

Global condition rapid development causes challenge to economic growth, particularly in capital market
industries. As one of main component of capital market, securities companies play significant rolesin the
development of capital market, including Indonesian. In performing its supervisory duty over Indonesian
securities companies, BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) or currently replaced by
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has issued the Decision of Head of Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Number Kep-334/BL/2007, Regulation Number V.A.1 on License for Securities
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Companies.

Due to fast growing of Indonesian capital market, board of director of securities companiesis urged to take
strategic measures to obtain profit. Although, in doing so, the board of director is prohibited to exceed their
authority granted toward them, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.
Thisthesisis prepared to elaborate action conducted by board of director beyond their authority, that caused
revocation of business license of securities company (analysis on the business license revocation of PT.
Reliance Asset Management) and role of OJK in protecting securities company from misuse of authority of
its board of director. The method used in this research is yurudis normative with perspective approach by
using secondary data based on literature and interview in order to complement the primary.

From the analysis, it is understood that securities company whose business license is revoked by OJK dueto
its board of director's misuse of authority may take legal action by submitting file objection to Bapepam -
LK/OJX and file lawsuit to Administration Court (Pengadilan Tata Usaha Negara). However, the mentioned
legal actions may not be conducted at the same time. In term of protection to the securities company, the
role of OJK is shown by obligating any securities company to report all of its capital market transactions to
OJK and OJK may impose any necessary penalties toward late submission of such report.



